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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

" Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indohesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang :
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat - II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);




7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

- Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
terdiri atas: '
1. Pendapatan Daerah sejumlah Rp 887.972.520.000,00
2. Belanja Daerah sejumlah Rp 923.362.432.000,00
Defisit _ Rp 35.389.912.000,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp 35.389.912.000,00
b. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto sejumlah Rp 35.389.912.000,00

Pasal 2 }
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 1 terdiri dari: ’
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 212.302.596.000,00

(1

—

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 565.859.758.000,00.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah sejumlah Rp 109.810.166.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan: - :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 45.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp = 8.689.258.000,00

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah e ’ R
'yang Dipisahkan sejumlah Rp 11.545.512.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

© yang Sah sejumlah ' 'Rp 147.067.826.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan: ‘

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 22.146.924.006,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah . Rp 448.067.710.000,00
c.. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 95.645.124.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah : - Rp 17.097.400.000,00
b. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 54.212.766,000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

‘sejumlah Rp 38.500.000.000,00

P

Bantuan Keuangan dari Provinsi
sejumlah _ "Rp "0,00




Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2

terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejurnlah Rp 418.109.100.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 505.253.332.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 402.620.100.000,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah : Rp .10.537.400.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 3.334.950.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp _ 0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 616.650.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 65.362.075.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 257.475.425.000,00
c. Belanja Modal sejumlah ' Rp 182.415.832.000,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 1
angka 3 terdiri dari: ‘
a. Penerimaan sejumlah Rp 35.389.912.000,00
b. Pengeluaran sejumlah ‘Rp : © 20,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdln ,
dari jenis Pembiayaan: :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya : _ ’
sejumlah Rp 35.389.912.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang- ' o ‘
Dipisahkan sejumlah Rp ¥R 00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah : - Rp : 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah. Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis Pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) .
‘Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
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3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemeriiitahan
Dacrah, Organisasi, Pcndapatan, Belanja
Program dan Kegiatan serta Pemabiayaan yang
dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan
rincian objek, dar Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Frogram dan
Kegiatan;

S. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-
Jabatan;

7. Lampirar. VII  Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran
ini;

12. Lampiran XII ~ DJaftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6 ,
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Diundangkan di Salatiga
pada tangggl 7 Desember 2017



